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ABSTRAK

Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima, memeriksa dan memutus
perkara  perceraian  akibat  kekerasan  seksual = dengan  nomor
303/Pdt.G/2003/PA.YK. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena perceraian
dengan alasan kekerasan scksual tidak diatur secara jelas dalam peraturan
perundangan. Terlepas dari itu persoalan kekerasan seksual selama ini dianggap
sebagai masalah pribadi kehidupan suami istri yang dianggap sebagai sebuah
kewajaran dan tabu untuk dibicarakan dalam ruang publik. Perlu kiranya
dilakukan penelitian tentang perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan
alasan kekerasan seksual.

Skripsi ini menggunakan pendekatan pormatif-yuridis dengan bangunan
teori gabungan tematik dan holistik dan penemuan hukum (rechtsvinding). Teori
tematik digunakan untuk melakukan pemahaman secara utuh dan menyatu
terhadap ketentuan-ketentuan nas dan peraturan hukum yang berlaku mengenai
relasi seksual, khususnya pemahaman terhadap kekerasan seksual. Teori
penemuan hukum (rechtsvinding) digunakan untuk mengetahui penerapan hukum
yang abstrak terhadap peristiwa hukum konkrit dalam menyelesaikan perkara
perceraian akibat kekerasan seksual. Teori penemuan hukum ini terkait dengan
tugas hakim, yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkostituir.

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari dokumen pengadilan berupa putusan perkara Nomor
303/Pdt.G/2003/PA. YK tentang alasan perceraian karena kekerasan seksual di
Pengadilan Agama Yogyakarta. Data sekunder merupakan data yang diperoleh
dari hasil wawancara dengan para hakim dan para pihak yang berperkara untuk
memperjelas data yang diperoleh dari putusan pengadilan serta melakukan studi
kepustakaan terhadap buku-buku, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber pustaka
lain yang menunjang penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara
kualitatif.

Penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan seksual dilakukan
dengan jalan hakim memasukkan alasan perceraian karena kekerasan seksual
sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
Dengan - demikian - hakim mempunyai dasar hukum untuk memutus perkara
tersebut, sesuai dengan pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf f KHI yaitu, antara suami dan istri terus menerus terjadinya perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah
tangga. Hal ini dilakukan hakim, mengingat kekerasan seksual tidak termasuk
dalam alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh hukum positif. Keputusan
hakim ini di dasarkan pada pengakuan Tergugat yang mengakui bahwa sering
berperilaku kasar di saat akan melakukan hubungan seksual dan ditemukannya
bukti berupa alat kelamin laki-laki palsu, yang digunakan Tergugat untuk
berhubungan intim dengan Penggugat. Hal ini yang memicu seringnya terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dari sinilah hakim
menentukan bahwa alasan perceraian karena kekerasan seksual dimasukkan
sebagai sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Selanjutnya
hakim memberikan putusan terhadap perkara tersebut.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Iil::ll)f Nama Huruf latin Keterangan
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ b -
< ta’ t -
o< sa’ 8 s (dengan titik di atas)
& jum J -
§ ha’ h h (dengan titik di bawah)
'C kha’ kh -
> dal d -
3 zal Z z (dengan titik di atas)
) ra’ T -
) za’ z -
o sin s -
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N syin sy -
P sad $ s (dengan titik di bawah)
P dad d d (dengan titik di bawah)
b ta t t (dengan titik di bawah)
5 za Z z (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik
i gain g -
3 fa’ f -
LB qaf q -
B kaf k -
J lam 1 -
e mim m -
o nun n -
wawu w -
s ha’ h -
apostrof (tetapi tidak
s hamzah ’ dilambangkan apabila
terletak di awal kata)
T3 ya’ y -
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.
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a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
o Fathah a a
o Kasroh i i
o Dammah u u
Contoh:

S - kataba - Jdy - yazhabu

J-‘wu - sw’ila ; 3 - zukira
b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
C Fathah dan ya ai adani
8 Fathab dan wawu  au adanu
Contoh:
ST, - kaifa ) sn " SAULA

3. Maddah ( Vokal Panjang )

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
S e Fathah dan alif a a dengan garis di atas
Atau alif Maksurah

& e Kasrah dan ya 1 i dengan garis di atas
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E Dammah dan wawu u u dengan garis di atas

Contoh:
J . - qala J-;Q - qila

D) - rama J s -yaqulu

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
a. Ta’ Marbutah hidup
Ta’ Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan

dammabh, transliterasinya adalah (t).
Contoh: iw ) (3 - fi al-madrasati

b. Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun translitrasinya
adalah (h)

Contoh: d>lb - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: &l 4> 4, - raudah aljannah

5. Syaddah (Tasydid) atau Konsonan Rangkap
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
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dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.

Contoh: Ly, -rabbana % -nuwimma

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
“Ji «. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh
huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:
Ja— A - al-Rajulu sdewdl - al-Sayyidatu
Contoh:
V-Li“ - al-Qalamu cz-u‘ - al-Badi’u
. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:
(e~  syai'un < sl umirtu
¢ s al-Nawu O 9kt s ta’khuzuna



MOTTO :

Jangan Pernah Mengatakan TidaR !, Sebelum Pernah Mencoba.
dan

Jangan Pernah Menyerah untuk Melakukgn Sesuatu Sebelum Berhasil.
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BV S gy e OF agilg b Y1 ) Y OF agal ol oy dib ad!

oAy Lot qub;.pijdi &)MUM@&WJ&M!
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Skripsi yang berjudul “Kekerasan Seksual terhadap Istri sebagai Alasan
Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
303/Pdt.G/2003/PA.YK)”, al-hamdulillah telah selesai ditulis untuk memenuhi
sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu
Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adalah fitrah manusia di alam ini, bahwa dalam menjalani
kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendirian. Setiap manusia pasti
membutuhkan manusia yang lain sebagai pasangan hidup, sebagai teman
untuk berkomunikasi, sebagai tempat untuk berbagi perasaan suka dan duka,
atau teman untuk bertukar pikiran. Untuk memenuhi itu semua, Islam
menganjurkan setiap manusia, apakah dia seorang laki-laki atau perempuan
untuk menempuh hidup melalui perkawinan.’

Melalui jalur perkawinan inilah seorang laki-laki dan seorang
perempuan berpasangan dan secara sah bersatu untuk membentuk satu unit
kemanusiaan yang disebut dengan keluarga.” Perkawinan merupakan cara
yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan,
berkelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak telah siap melakukan

peranannya yang positif dalam mewujndkan perkawinan.’

! Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-9 (Yogyakarta: UlI Press,
2004), him. 12.

% Hassan Hathout, Refolusi Seks Perempuan: Obstetri dan Gineklogi dalam Tinjauan
Hulkum Islam, terj. Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1994), him. 124.

3 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, alih bahasa Moh. Talib, cet. ke-5 (Bandung: Mizan,
1990), VI:9.



Sebagaimana firman Allah :
4&)_);@,()15 C,;\/:,U:L}gﬁlie))byrﬁ.f

Tujuan ini secara garis besar adalah sama dengan yang tertera dalam
Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, yaitu
untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup
dan kebahagiaan yang kekal dan abadi bagi pasangan suami istri yang ada di
dalamnya. Mereka disatukan dalam sebuah ikatan suami istri yang suci dan
kokoh, Allah SWT menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian
yang biasa saja, tetapi suatu perjanjian yang kuat.” Sebagaimana dinyatakan

dalam Al-Qur’an :
oty Loty 78 ry Ghieylogd L ol e U ds T 3)

* Ar-Riim (30): 21.

3 Khoruddin Nasution, Is/lam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1), Cet. ke-
1 (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004), him. 22.

® Al-Ahzab (33): 7.



Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu sebagai hubungan
dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan yang lain. Selain itu perkawinan
merupakan suatu perjanjian yang kokoh.”

Proses perkawinan merupakan langkah awal tumbuhnya institusi
keluarga.® Kondisi-kondisi yang melatarbelakangi adalah adanya dorongan

seksual, adanya keinginan untuk meneruskan keturunan (reproduksi), dan
kebutuhan ekonomi.” Dengan kondisi-kondisi seperti itu apabila satu
kebutuhan tidak terpenuhi ataupun hanya mementingkan satu kebutuhan
saja, misalnya hanya dorongan seksual saja, maka pasti akan menimbulkan
masalah dalam keluarga.

Seringkali sebuah keluarga mengalami ketidakbahagiaan karena
masalah seksual, yang selanjutnya berimplikasi pada komunikasi antara
suami 1str1 yang semakin memburuk yang mengarah kepada rasa benci dan
hilangnya kasih sayang. Dalam banyak kasus, hasil akhimya akan berupa
perpecahan perkawinan dan perceraian.'’ Salah satu masalah seksual yang

menyebabkan ketidakharmonisan hubungan suami istri adalah hubungan

"Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami Istri, blm! 21-22.

¥ Pemakaian kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, dimaksudkan untuk
memudahkan penyususn karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan
maksud sama. Keluarga disini dimaknai secara sempit vaitu orang seisi rumah, anak istri, batih.
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, cet ke-2 (Bandung: Alumni, 1992), him. 82,

¥ Khairuddin H, Sosiologi Keluarga, cet. ke-1 (Yogyakarta: Nurcahaya, 1989), him. 24.

10 Keith Howton,Terapi Seks, alih bahasa Meita Chandra, cet. ke-1 (Jakarta: Erlangga,
1991), him. 41.



seksual yang dilakukan dengan kekerasan seperti pemaksaan hubungan
seksual. Dalam wilayah ini yang sering menjadi korban adalah istri.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang
terjadi di dalam rumah tangga. Adapun bentuk kekerasan seksual terhadap
istri adalah tindak kekerasan secara fisik seksual seperti isolasi atau
pemaksaan sepihak perihal seksual yang tidak memperhatikan kepuasan
istri. Sehingga hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi istri salah
satunya istri tidak lagi menikmati kehidupan seksualnya, sebab
dilakukannya bukan atas keinginan bersama melainkan bentuk kepatuhan
seorang istri terhadap suami."

Kasus kekerasan scksual yang dialami oleh istri merupakan
sebagian kecil dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum
terungkap ke permukaan.'” Padahal kasus tersebut merupakan fenomena
yang sering muncul dan jelas-jelas terjadi dalam rumah tangga. Masalah
kekerasan seksual ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.
Ada sebagian masyarakat yang masih menolak adanya kekerasan seksual di
dalam rumah tangga, dalam hal ini yang dialami istri. Namun tidak dapat
dipungkiri bahwa fakta terjadinya kekerasan seksual ini benar-benar ada
dalam rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya kasus-kasus yang

masuk ke lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah

tangga.

" 1bid, him. 301.

12 Mudhofar Badri, dkk., “Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga” dalam, Panduan
Pengajaran Figh Perempuan di Pesantren (Yogyakarta: Yayasan Kescjahteraan Fatayat (YKF),
2002), hlm. 227. .



Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh
setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna

memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi

selain jalan perceraian.'?

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau
perceraian itu lebih baik daripada tetap berada dalam perkawinan. Meskipun
demikian perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT,

sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :
5 S B ) I s |

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
mengatur tentang alasan-alasan diperbolehkan melakukan perceraian sebagai

berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4." Salahsatu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang
berat yang membahayakan pihak yang lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
atau istri. .

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga.'”

B Dijamil Latif, 4neka Hukum Perceraian di Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him. 30.

" Aba Dawud, Sunan AbT Dawud, (Beiriit: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), III: 255.

15 Penjelasan Pasal 39 ayat (2) jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.



Alasan perceraian tersebut di atas terdapat penambahan dalam pasal
116 KHI yaitu karena melanggar ta’lik talak dan peralihan agama atau
murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan perceraian tersebut tidak menyebutkan adanya
alasan karena kekerasan seksual. Namun dalam kenyataannya terdapat
perkara perceraian karena alasan kekerasan seksual meskipun di dalam
peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya perceraian dengan
alasan kekerasan seksual. Berangkat dari hal itu penyusun bermaksud
meneliti tentang perkara perceraian dengan alasan kekerasan seksual yang
dilakukan suami terhadap istri, yang mana perkara perceraian dengan
alasan kekerasan seksual belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya.
Di samping hal itu penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut
dikarenakan masih banyak sebagian masyarakat yang tidak meniscayakan
adanya kekerasan seksual terhadap istri. Mereka menganggap bahwa setiap
hubungan seksual yang dilakukan antara suami istri adalah suatu kewajaran
dan rutinitas yang seharusnya dilakukan. Kuatnya anggapan tersebut
menyebabkan ketika suami melakukan pemaksaan dan kekerasan seksual
terhadap istri kecenderungan masyarakat menganggap hal itu adalah wajar
terjadi dalam setiap perkawinan.

Penyusun memilth mengadakan penelitian di Pengadilan Agama
Yogyakarta, karena Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu

pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat



pertama pada perkara-perkara perdata Islam seperti halnya perceraian Selain
itu di Pengadilan Agama Yogyakarta inilah terdapat perkara perceraian

dengan alasan suami melakukan kekerasan seksual terhadap istri.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok
permasalahan yang difokuskan adalah bagaimana penyelesaian perkara
perceraian karena alasan kekerasan seksual di Pengadilan Agama

Yogyakarta dengan Nomor 303/Pdt.G/ 2003/PA.YK ?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian perkara
perceraian karena kekerasan seksual di Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor 303/Pdt.G/2003/PA.YK.
2. Kegunaan
a.  Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran
penting bagi para hakim di lingkungan pengadilan Agama
Yogyakarta dan masyarakat pencari keadilan di kota Yogyakarta.
b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual
bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas untuk memahami
secara benar mengenai perkara perceraian terutama karena alasan

kekerasan seksual.



D.

Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas secara
khusus tentang masalah perceraian karena alasan kekerasan seksual. Namun
ada beberapa penelitian berupa karya tulis seputar permasalahan ini. Di
antaranya adalah :

Pertama, skripsi yang berjudul Kekerasan Suami Pada Istri di
Masyarakat Perkotaan Yogyakarta, Di Tinjau dari Marital Power dan
Kepuasan Perkawinan Suami. Skripsi ini membahas tentang kekerasan
terhadap istri yang terjadi di perkotaan . Lebih jauh dalam skripsi ini
dijelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan
terhadap istri di antaranya adalah 1). Social Learning, yakni pria pelaku
belajar mengekspresikan kemarahan mereka dengan kekerasan karena
pengalaman dari keluarga, 2). Frustasi atau stress akibat ketidakpuasan pada
penghasilan dan pekerjaan, 3). Ras, biasanya ras kulit hitam lebih agresif
sebab kebudayaan dan kebiasaan perlakuan kasar, 4). Dukungan sosial,
yakni masyarakat menerima kebiasaan itu tanpa mempersoalkannya, 5).
Sifat-sifat tertentu yang membuat suami cenderung lebih sering melakukan
kekerasan pada istri dibandingkan dengan suami yang tidak mempunyai sifat
tersebut seperti rasa percaya diri yang rendah, ketrampilan komunikasi yang
kurang, kontrol terhadap impuls kurang, punya kebutuhan tinggi untuk
mengontrol orang lain, punya tendensi untuk menyalahkan korban,

dependen secara emosional, depresi dan sebagainya, 6). Anggapan bahwa



kekerasan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan masalah, 7). Usia
seseorang, di mana usia semakin tinggi kekerasan semakin rendah. 16

Kedua, skripsi berjudul Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah
Tangga sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Skripsi
ini membahas mengenai persoalan kekerasan terhadap istri dan kaitannya
dengan perceraian secara cukup mendalam, mulai dari pembahasan
kekerasan secara definitif sampai pada kekerasan yang menjadi alasan
perceraian di Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan
bahwa kekerasan yang dijadikan sebagai alasan perceraian lebih bersifat
fisik seperti memukul dan menampar.'’

Ketiga, skripsi berjudul Tinjauan Sosiologis atas Munculnya
Kekerasan yang di alami Perempuan dalam Keluarga: Studi Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga di Rifka Annisa (Women’s
Crisis Center) Yogyakarta Tahun 1998-1999. Skripsi ini membahas tentang
persoalan kekerasan yang berdampak pada perceraian dan juga membahas
tentang faktor-faktor yang menyebabkan istri memilih bercerai atau tetap

mempertahankan perkawinan pasca terjadinya kekerasan.'®

'¢ Sinta Ratna Dewi, “Kekerasan Suami Pada Istri di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta,
Di Tinjau dari Marital Power dan Kepuasan Perkawinan Suami,” Skripsi sarjana UGM (1996).

7 8ri Chamdanah,” Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga sebagai Alasan
Perceraian di Pengadilan Agama Sleman,” Skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(1997).

'® Rismiati, “Tinjauan Sosiologis atas Munculnya Kekerasan yang di alami Perempuan
dalam Keluarga: Studi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga di Rifka Annisa
(Women’s Crisis Center) Yogyakarta Tahun 1998-1999,” Skripsi sarjana Universitas Atmajaya
Yogyakarta (2000).
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Keempat, skripsi yang berjudul Kekerasan terhadap | Istri dan
Implikasinya terhadap Perceraian (Studi terhadap Kasus Kekerasan
erhadap Istri yang ditangani Rifka Annisa (Women’s Crisis Center Tahun
1998-1999. Skripsi membahas tentang kasus-kasus kekerasan yang
ditangani oleh Rifka Annisa yang berimplikasi terhadap perceraian. Lebih
jauh dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ada dua implikasi yang
ditimbulkan dari kasus kekerasan tersebut. Pertama, setelah terjadi
kekerasan istri minta diceraikan. Kedua, setelah terjadi kekerasan istri
tetap mempertahankan perkawinannya. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan istri minta cerai
setelah terjadi kekerasan antara lain :

a. Perceraian merupakan cara atau jalan yang efektif untuk

menghentikan tindak kekerasan suami terhadan istri.

b. Bahwa kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangga sudah
mendapat legitimasi dalam beberapa norma hukum yang ada di
Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Kompilasi Hukum Islam dan lkrar Ta’lik Talak.

¢.  Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga memeberikan
dampak negatif pada diri istri, anak-anak dan juga masyarakat,
sehingga sebuah keputusan untuk menghentikan kekerasan
tersebut mendesak untuk diambil.

Faktor yang mempengaruhi istri untuk tetap mempertahankan

perkawinan antara lain :
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a.  Masih adanya perasaan cinta dan harapan agar kekerasan yang
dilakukan suami akan berhenti serta si suami bisa merubah
perilakunya.

b.  Adanya ancaman penyiksaan yang lebih buruk jika mereka lari
atau meninggalkan kehidupan rumah tangganya.

c¢.  Ketergantungan istri secara ekonomi dan emosional terhadap
suami.

d.  Faktor masa depan anak.

e.  Pandangan negatif masyarakat tentang perceraian dan status
janda.”® |

Kelima, skripsi yang berjudul Persoalan Seksual yang Berakibat

Perselisihan Suami Istri sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Pemalang Tahun 1997-1998). Skripsi ini membahas
tentang terjadinya perselisihan antara suami istri karena adanya kelainan
seksual yang berimplikasi terhadap perceraian. Berdasarkan penelitian
tersebut ditemukan bentuk kelainan seksual yang mengakibatkan terjadinya
perselisihan —antara /suami’ istri" yang berimplikasi terhadap perceraian.
Bentuk kelainan seksual tersebut berupa istri sudéh tidak mau lagi melayani
seksual layaknya suami istri yang sah dikarenakan vistri mengalami kelainan
séksual berupa frigiditas dan disfungsi seksual.

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, maka penelitian

yang penyusun lakukan dengan judul Kekerasan Seksual terhadap Istri

% Ruzi Haryadi, “Kekerasan terhadap Istri dan Implikasinya terhadap Perceraian (Studi
terhadap Kasus Kekerasan terhadap Istri yang ditangani Rifka Annisa (Women’s Crisis Center
Tahun 1998-1999,” Skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).
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sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor 303/Pdt.G/ 2003/PA.YK) berbeda dengan hasil penelitian atau karya
tulis yang telah ada. Penyusun akan meneliti putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta mengenai perkara perceraian karena kekerasan seksual yang

belum diatur dalam ketentuan hukum.

Kerangka Teoretik
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan seksual
merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah
tangga. Adapun bentuk kekerasan seksual terhadap istri adalah tindak
kekerasan secara fisik seksual seperti isolasi atau pemaksaan sepihak
perihal seksual yang tidak memperhatikan kepuasan istri, dan melakukan
hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan. Sehingga hal ini akan
menimbulkan dampék yang buruk bagi istri, salah satunya istri tidak lagi
menikmati kehidupan seksualnya, sebab dilakukannya disertai dengan
kekerasan dan bukan atas keinginan bersama melainkan bentuk kepatuhan
seorang istri terhadap suami.?’
Dalam Islam hal ini tidak dibenarkan keberadaannya, mengingat
hubungan seksual yang sehat harus dilakukan dengan cara-cara yang baik,

dengan tanpa kekerasan sehingga hubungan seksual tersebut dapat dinikmati

oleh kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

2 Keith Howton, Terapi, him. 301.
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Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

Ty Al 2y Loy

Skripsi ini merupakan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan
Agama tentang perkara perceraian karena alasan kekerasan seksual yang
belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum. Oleh karena itu, bangunan
pemikiran dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah menggunakan
teori penemuan hukum (rechtsvinding) dan perpaduan teori tematik dan
holistik. Teori penemuan hukum atau rechitsvinding, yaitu proses
pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang
ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum
konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses
konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum
dengan mengingat peristiwa hukum konkri.t.22 Teori tematik adalah
memahami al-Qur’an berdasarkan satu topik tertentu, kemudian
menggabungkan dan menghubungkan semua ayat-ayat yang berkaitan
dengan topik tersebut menjadi satu pembahasan yang utuh dan menyatu.”
Menurut Fazlur Rahman, teori holistik adalah memahami al-Qur’an sebagai

satu kesatuan yang utuh dan menyatu tanpa terpisahkan.** Perpaduan teori

2! An-Nisa’ (4) : 19.

2 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, cet. ke-3 (Yogyakarta:
Liberty, 2004), him. 37.

2 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cetke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA dan
TAZZAFA, 2004), hlm. 80.

2 Ibid, him. 118.
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tematik dan holistik dimaksudkan untuk memahami nas dilakukan dengan
jalan pemahaman yang menyatu dan terpadu dalam satu tema, kemudian
hasil temuan dari kajian tersebut diselaraskan dengan konsep dasar Islam
yang dipahami secara holistik terhadap al-Qur’an berupa ajaran yang
mensejajarkan laki-laki dan perempuan, bahwa kualitas taqwalah yang
membedakan antara seseorang dengan orang lain, bukan jenis kelamin laki-
laki dan perempuan.”

Jika ditarik ke pokok masalah skripsi, maka teori penemuan hukum
digunakan untuk mencari jawaban atas sikap yang diberikan hakim
terhadap permasalahan yang tidak diatur dalam ketentuan hukum.
Permasalahan yang dimaksud di sini adalah kekerasan seksual yang
dijadikan sebagai alasan perceraian. Berdasarkan alasan perceraian yang
tercantum di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak menyebutkan alasan perceraian karena kekerasan
seksual. Oleh karena itu pemahaman terhadap penemuan hukum sangat
diperlukan untuk mengkaji penyelesaian perkara tersebut.

Teori tematik dan holistik digunakan untuk melakukan pemahaman
secara menyeluruh dan terpadu terhadap nas dan peraturan hukum yang
berlaku mengenai kekerasan seksual. Teori-teori tersebut dapat digunakan
untuk melakukan pemahaman secara menyatu dan terpadu terhadap

ketentuan-ketentuan normatif dan yuridis yang berkaitan dengan putusan

3 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami Istri, him. 10-11.
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Pengadilan Agama tentang perkara perceraian karena alasan kekerasan
seksual.

Putusan hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum tentang perkara
perceraian karena alasan kekerasan seksual memiliki peranan penting dalam
penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan hasil studi terhadap putusan
Pengadilan Agama yang tidak lepas dari peran hakim dalam menyelesaikan
perkara tersebut. Pada hakekatnya, seorang hakim diharapkan memberi
pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang
diajukan kepadanya. Untuk selanjutnya memberikan atau menemukan
hukumnya.

Secara teoritik dan praktek, hakim harus melakukan tiga tindakan
secara bertahap dalam mengadili suatu perkara®® Pertama, tahap
konstatiring yakni mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh
para pihak. Fakta ialah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi atau
perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat
dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana dan bagaimana
terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam

hukum pembuktian.”

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta:

Liberty, 2002), hlm. 110.

220.

% A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him.
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Konstatiring bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta
yang diajukan oleh pihak-pihak memang benar-benar terjadi, untuk
kemudian dikualifisir agar mendapat putusan (konstituring) yang tepat.? §

Kedua, tahap kualifisir yang berarti menilai peristiwa yang telah
dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang
mana. Dengan perkataan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang
telah dikonstatir. Untuk menemukan hukumnya, hakim harus sering
melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Mengkualisir pada
umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan
peraturan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang umumnya bersifat
logis. Tetapi dalam kenyataannya menemukan hukum tidak sekedar
menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika
peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula.”’

Pada tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir
peristiwa, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Ini
berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada
yang bersangkutan.’’ Dalam tahap " ini hakim berpegang pada prinsip

menjatuhkan putusan yang bersifat tuntas dan final.*!

B Ibid,
2 Qudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 111.
3 Ibid, him. 112.

3 A. Mukti Arto, Mencari Keadifan, him. 223.
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Salah satu asas hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu
tuntutan yang diajukan kepadanya (iudex mne procedat ex officio),*
sedangkan yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi, sekali
perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa
dan mengadilinya sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang
jelas.® Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan bahwa
hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novif). Kalau sekiranya
hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.>*
Perkara yang diangkat oleh penyusun belum diatur secara jelas dalam
ketentuan hukum yang berlaku, maka asas ini sangat urgen sekali untuk
diterapkan.

Hukum perdata menganut asas open system (sistem terbuka). Hakim
harus mampu melakukan rechtsvinding (penemuan hukum) agar dapat
memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang sesuai dengan kesadaran
hukum masyarakat. Hakim harus memperhatikan struktur sosial dan perilaku
masyarakat dalam mencari keé.dilan."’ A

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-

undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian

32 gudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, him. 10-11.

% Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 14 ayat (1).

3 1bid

3 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, hlm. 27.
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internasional barulah doktrin. Jadi terdapat hierarkhi dalam sumber hukum
yaitu adanya tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, jika terjadi konflik dua
sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber
hukum yang rendah.*

Pada dasarnya penyelesaian perkara perceraian dengan alasan
kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama
Yogyakarta adalah demi kemashlahatan para pihak yang berperkara tersebut.

Sesuai kaedah fikih :

37&\.@&\%&9(@@\.&*&—)3

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
pustaka (library research), yaitu jenis penelitian yang memperoleh
bahan-bahan penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka.
Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka karena data yang pokok
yang digunakan adalah  putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
mengenai perkara perceraian karena alasan kekerasan seksual dengan

Nomor 303/Pdt.G/2003/PA.YK.

36 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, hlm. 48.

3" Asmuni Abdurrahman, Qaedah-Qaedah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), him. 75.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan

Agama Yogyakarta mengenai perkara perceraian karena alasan

kekerasan seksual. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu

seputar masalah perceraian dan kekerasan seksual secara umum.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang

penyelesaian perkara perkara perceraian karena alasan kekerasan seksual

dan terakhir menganalisis putusan hakim.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

a. Pendekatan normatif,*® yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada hukum Islam. Berarti melakukan pemahaman
terhadap ketentuan nas maupun pandangan ulama mengenai
perceraian dan kekerasan seksual.

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti
dengan mendasarkan pada semua tata aturan Perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perceraian dan
kekerasan seksual.

4. Sumber Data
a. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil

dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa putusan

3% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm.
42,
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yang terkait dengan perkara perceraian karena alasan kekerasan
seksual, yakm perkara nomor 303/Pdt.G/2003/PA. YK.

b. Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil
wawancara kepada hakim dan pihak yang mengajukan perkara
perceraian karena kekerasan seksual dan dari penelusuran dan
pengkajian terhadap berbagai tulisan yang bekaitan dengan perkara
perceraian karena alasan kekerasan seksual.

5. Lokasi Penelitian
Lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah Pengadilan Agama
Yogyakarta. Hal ini disebabkan di lokasi tersebut terdapat perkara
perceraian karena alasan kekerasan seksual.
6. Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan
mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas perkara
yang berupa putusan perkara perceraian karena alasan kekerasan
seksual. - Di ‘samping - itu - dilakukan penelusuran dan pengkajian
terthadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan perkara perceraian
karena alasan kekerasan seksual untuk mempertajam analisis
terhadap putusan pengadilan tersebut.

b. Interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan
menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang

diwawancarai adalah hakim dan pihak yang berperkara. Metode ini
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dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perkara
perceraian dan upaya majlis hakim untuk menyelesaikan masalah
perceraian karena kekerasan seksual, sehingga dapat membantu

proses analisis data.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya
penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari
data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang
putusan Pengadilan Agama terkait dengan perkara perceraian karena

kekerasan seksual yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis.

Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama, berisi
pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh
dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban
dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam sub bab yang berisi tentang
latar’ belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum seputar perceraian dan kekerasan
seksual. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar
yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua
sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang perceraian yang meliputi

pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian.



22

Sub bab kedua berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri
dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang kekerasan dalam rumah
tangga yang meliputi; pengertian kekerasan dalam rumah tangga, Bentuk-
bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang menyebabkan
kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam.
Sub bab kedua berbicara tentang kekerasan seksual yang meliputi pengertian
dan bentuk kekerasan seksual, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan
seksual, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual, kekerasan seksual
dalam Islam.

Bab ketiga, berbicara mengenai penyelesaian perkara perceraian
karena alasan kekerasan seksual dan analisis terhadapnya. Pembahasan ini
dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar dalam mempertajam analisis.
Bab ini dimulai dengan uraian perkara perceraian karena alasan kekerasan
seksual. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta tentang perkara perceraian karena alasan kekerasan
seksual. Analisis dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari
pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya yaitu kesimpulan.
Bab ini mencakup tentang konteks diperbolehkannya perceraian dan putusan
hakim terhadap kasus perceraian karena kekerasan seksual.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian perkara perceraian karena kekerasan seksual di Pengadilan
Agama Yogyakarta Nomor 303/Pdt.G/2003/PA.YK, dilakukan dengan jalan
hakim memasukkan alasan perceraian karena kekerasan seksual sebagai sebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dengan demikian
hakim mempunyai dasar hukum untuk memutus perkara tersebut, sesuai dengan
pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf £ KHI yaitu, antara
suami dan istri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan
hakim, mengingat kekerasan seksual tidak termasuk dalam alasan perceraian
sebagaimana ditentukan oleh hukum positif. Keputusan hakim ini didasarkan pada
pengakuan Tergugat yang mengakui bahwa sering berperilaku kasar di saat akan
melakukan hubungan seksual dan ditemukannya bukti berupa alat kelamin laki-
laki palsu, yang digunakan Tergugat untuk berhubungan intim dengan Penggugat.
Sehingga hal ini yang memicu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus. Proses im termasuk ‘tugas -halkam dalam tahap
mengkonstatir. Dari sinilah hakim menentukan bahwa alasan perceraian karena
kekerasan seksual dimasukkan sebagai sebab perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus. Sebab kekerasan seksual tidak termasuk dalam alasan perceraian
sebagaimana ditentukan oleh hukum positif. Proses ini termasuk tugas hakim

dalam tahap mengkualifisir. Selanjutnya hakim memberikan putusan mengenai

104
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perkara perceraian karena kekerasan seksual dengan mengabulkan gugatan dari
Penggugat, setelah melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak dapat dipertahankan lagi. Proses ini merupakan tugas hakim dalam tahap
mengkonstituir. Sedikit catatan bahwa keputusan hakim perlu mencantumkan

sanksi bagi Tergugat yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual.

B. Saran-saran

1. Kekerasan dalam rumah tangga hendaknya dapat dimasukkan sebagai
alasan perceraian. Sehingga jika ada pengajuan perkara perceraian dengan
alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga ada aturan hukumnya yang
jelas.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap perkara perceraian karena
kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya didasarkan pada Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975
dan Kompilasi Hukum Islam melainkan didasarkan pula pada Undang-
undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.

3. Perlu pemahaman ulang terhadap nas-nas al-Qur’an maupun as-Sunnah
yang bias gender.

4. Dalam perkara perceraian karena kekerasan seksual meskipun merupakan
perkara perdata jika terdapat unsur pidananya maka hubungan hukumnya
bersifat relatif artinya unsur-unsur pidana tersebut dapat masuk di

dalamnya, terutama jika terjadi kekerasan.
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